BAB I11

AKTA NIKAH DALAM LINTASHUKUM

A. Akta Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Perkawinan merupakan institusi kecil yang sangattipg dalam
masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melagal hubungan hukum
antara seorang laki-laki dan seorang wahita.

Undang-undang perakawinan No. 1 tahun 1974 muldake pada
tanggal diundangkannya, yaitu tanggal 2 januari4l®aru berlaku secara
efektif pada tanggal 1 Oktober 1975. Sebagai disgiada penjelasan
umumnya, undang-undang ini merupakan undang-undagdcawianan
nasional. Jadi berlaku untuk semua warga negara sgdumruh wilayah
Indonesia. Sebagai undang-undang perkawinan nasiomdang-undang ini
berusaha untuk menampung prinsip-prinsip dan mekarelandasan hukum
perkawinan yang selama ini menjadi pegangan daah télerlaku bagi
berbagai golongan dalam masyarakat. Disamping uga jsekaligus telah
meletakkan asas-asas hukum perkawinan nasional.

Status perkawinan dalam hal ini diartikan dengamadken dan
kedudukan perkawinan yang telah dilangsungkan. ralaspek ini
sebenarnya undang-undang telah memberikan rumesdangy perkawinan

yang sah. Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Mdfv4 tentang

! Tutuk Triwulan Tutik,Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta: Pranada
Media Group, 2008, him. 99.
2 Asmin, Satus Perkawinan Antar Agama, Jakarta: PT Dian Rakyat, 1986, him. 16.
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“Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalahagabila dilakukan
menurut hukum masing-masing agamanya dan keperuayaétu”>

Dalam penjelasan Pasal 2 disebutkan bahwa dengampsan pada
Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada Perkawinan di lmakum rnasing-masing
agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai denganndghbtelang Dasar
1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing aggan dan
kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundangngad yang berlaku
bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu jsegantidak
bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam ugderdang ini.
Berdasarakan ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Uné&amgawinan dan
penjelasannya, dapat diketahui bahwa patokan umntekgetahui suatu
perkawinan sah adalah hukum masing-masing agam&ejsercayaan para
pihak serta ketentuan perundang-undangan yangkbedapanjang tidak
bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Ugdamdang Perkawinah.

Dengan adanya ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-gridanl tahun
1974 bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurutappgan perundang-
undangan yang berlaku”. Dengan tidak menjelaskamamng maksud
diadakannya pencatatan itu, dalam hal umum harjgéaskan bahwa tiap-

tiap perkawinan adalah hanya dengan pencatatastip@rperistiva dalam

kehidupan seseorang, misalnya: kematian, kelahimarkawinan yang

% Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Yoyakarta: New Merah Putih, 2009,
him. 12.

* Riduan ShahranBeluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Bandung: Alumni, 1989,
him. 87-88.
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dinyatakan dalam surat-surat keterangan suaturektai yang juga dimuat
dalam daftar pencatatan.

Pencatatan perkawinan akan menimbulkan kemaslahataom
karena dengan pencatatan ini akan memberikan kapalstukum terkait
dengan hak-hak suami maupun isteri, kemaslahatak swaupun efek lain
dari perkawinan itu sendiri. Perkawinan yang dilkdw di bawah
pengawasan atau di hadapan Pegawai Pencatat Nakghbgrada di Kantor
Urusan Agama akan mendapatkan akta nikah sebaghti lalah

dilangsungkannya sebuah perkawifian.

B. Akta Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam
Dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam, telah jetl pasti nilai-
nilai tata hukum Islam di bidang perkawinan, wasiatkaf, warisan sebagian
dari keseluruhan tata hukum Islam, sudah dapagakien dan dipaksakan
nilai-nilainya bagi masyarakat Islam Indonesia relkewenangan Peradilan
Agama. Peran kitab-kitab figih dalam penegakan huklan keadilan lambat
laun akan ditinggalkan. Perannya hanya sebagaitasedan kajian doktrin.
Semua hakim yang berfungsi di lingkungan Peradilgama, diarahkan ke
dalam persepsi penegakkan hukum yang sama, pegdagamjukan hukum
yang mesti mereka pedomani adalah Kompilasi Huksilaim sebagai satu-

satunya kitab hukum yang memiliki keabsahan daritasd

®> Wantjik SalehHukum Perkawinan Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978, him. 17.

®Ahmad Rofig, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, Yogyakarta: Gama Media,
2001, him. 109.

" M. Yahya HarahapDalam Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam, Jakarta: Sinar
Grafika, 2007, him. 27.
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Kompilasi Hukum Islam juga memberikan rumusan tegta
perkawinan yang sah dan ketentuan untuk tertibreykagvinan. Pasal 4
Kompilasi Hukum Islam memberikan penegasan bahwarkd&vinan
adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islssnaelengan pasal 2
ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. IP&saKHI
merumuskan:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyaralsédm setiap
perkawinan harus dicatat.

2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1),uttdakoleh Pegawai
Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam UAdadgng No. 22
Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1%954.

Selanjutnya Pasal 6 KHI merumuskan:

1. untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiapap&mn harus
dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawagmawiBePencatat
Nikah.

2. perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Peg&eacatat
Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukdm.

Pasal 7 ayat (1) KHI menyebutkan bahwa

“Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan aktamikang dibuat oleh
Pegawai Pencatat Nikah®.

Dengan demikian, mencatatkan perkawinan merupakamjiban
bagi mereka yang melangsungkan perkawinan. Sehahudgngan hal
tersebut kaitannya dengan perkawinan sirri merupaleatuk perkawinan

yang tidak dicatatkan sehingga tidak bisa dibuktikde@ngan akta otentik

:Departemen Agam&ompilasi Hukum Islam, Bandung: Fokus Media, 2010, him. 7.
Ibid
1% |bid, him. 8.
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berupa akta nikah yang menyebutkan telah terjadkapenan yang
demikian ini tidak mempunyai kekuatan hukiim.

Namun demikian, dalam pasal 7 ayat (2) KHI memiagrifalan
keluar bagi yang melaksanakan perkawinan yang tidddpat
membuktikan akta nikah, dapat mengajukalpat nikahnya ke Pengadilan
Agama. Adapun ketentuannya sebagaimana diatur dadesal 7 ayat (3)
yang menentukan bahwtsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan
Agama terbatas mengenai hal-hal berkenaan dengan:

a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian pégsicera

b. Hilangnya akta nikah.

c. Adanya keraguan tentang sah-tidaknya salah satatgerkawinan.

d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakungdddg-Undang
No. 1 Tahun 1974.

e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidaknpumyai

halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. LiTa874*

Berkenaan dengan hal di atas perkawinan yang salahad
perkawinan yang memenuhi syarat yang diatur dalasalp2 Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974. Undang-undang ini menegadkahwa
perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakuk@nurut hukum
masing-masing agama dan kepercayaan, serta dmatatkenurut

peraturan perundang-undangan yang berfaku.

1 Zainuddin,Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, him. 29.
12 Departemen Agam#&ompilasi Hukum Islam, Bandung: Fokus Media, 2010, him. 8.
13 Asmin, op, cit. him, 12.
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C. AktaNikah dalam Peraturan Pemerintah

Peraturan mengenai akta nikah dalam pelaksanaaatya dalam PP
No. 9 Tahun 1975 dan dalam peraturan Mentri Agarna 3Ndan 4 tahun
1975. Bab Il pasal 2 (1) PP No. 9 tahun 1975 pat@atperkawinan dari
mereka yang melangsungkan perkawinan menurut Adatam dilakukan
oleh pegawai sebagaimana dimaksud dalam undangwgnda. 32 tahun
1954, tentang pencatatan Nikah Talak Dan Riffuk.

Dalam melaksanakan pencatatan perkawinan, haleiaih tdiatur
dalam PP. No. 9 Tahun 1974 tentang pelaksanaanndrdadang No. 1
tahun 1974 tentang perkawinan, di mana pasal 2ihgrtd®
1. Pencatatan dari mereka yang melangsungkan perkanyiaa yang

menyangkut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai @ancNikah
sebagaimana dimaksud dalam UU. No. 32 tahun 19%idng Pencatatan
Nikah, Talak dan Rujuk.

2. Pencatatan perkawinan dan mereka yang melangsumgk&awinannya
menurut agama dan keyakinan itu selain agama Isthiakukan oleh
Pegawai Pencatatan Sipil.

3. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan khyeg berlaku dalam
tata cara pencatatan perkawinan yang telah ditentudalam pasal 3

sampai dengan pasal 9 PP. No. 9 Tahun 1975.

% |dris Ramulyo,Beberapa Masalah Tentang Hukum Perdata Peradilan Agama dan
Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: Indo-Hil. 1985, him. 163.

' Djoko Prakoso, | Ketut MurtikaAsas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia, Jakarta:
Bina Aksara, 1987, him. 22.
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Begitu juga dalam penjelasan ayat 1 dan 2, padalyatakan bahwa

pencatatan dilakukan hanya dua instansi yaitu:
1. Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk
2. Kantor Catatan Sipil atau instansi/pejabat yang beertu.

Adapun tata cara atau prosedur melaksanakan per&awsesuai
urutannya sebagai berikut:
a. Pemberitahuan

Dalam pasal 3 PP No. 9 Tahun 1975 ditetapkan, baetap orang
yang melakukan perkawinan memberitahukan kehendakagada pegawai
pencatat di tempat perkawinan dilangsung®an.

Bagi orang yang beragama Islam, pemberitahuanyamgiaikan
kepada Kantor Urusan Agama, karena berlaku undadgng No. 32 tahun
1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujukar@gén bagi non Islam,
pemberitahuannya dilakukan kepada Kantor Catataihsgitempat.

Di dalam pemberitahuannya harus dinyatakan namair,uagama,
pekerjaan dan tempat kediaman calon mempelai.

b. Penelitian

Setelah pegawai pencatat menerima pemberitahuamtisdpuraikan
di atas, ia harus mengadakan penelitian terutamarg syarat-syarat dan
halangan-halangan untuk melangsungkan perkawinan.

Selanjutnya pegawai pencatat harus bertindak aktinya tidak

hanya menerima saja yang ditemukan oleh pihak akafangsungkan

16 Gatot Supramondegi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah, Jakarta : Djambatan, 1998,
him. 22.



42

perkawinan itu, maka pegawai pencatat menulis dalabuah daftar yang

telah disediakan.

Pegawai Pencatat Nikah harus meneliti asal usuu&edempelai
termasuk status perkawinannya masing-masing. Sebaga yang tertera
dalam Pasal 6 ayat 1 "Pegawai Pencatat yang memgueamberitahuan
kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apaksharat-syarat
perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdap&ingan perkawinan
menurut undang-undang.”

Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksudndahyat (1),
Pegawai Pencatat Nikah juga diwajibkan melakukareligan sebagaimana
dalam pasal 6 ayat (2) terhadap:

1. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir catempelai. Dalam hal
tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahiratapergunakan surat
keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul ca@mpelai yang
diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkatatertg.

2. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, gakedan tempat
tinggal orang tua calon mempelai.

3. lzin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud ohagamsal 6 ayat (2), (3),
(4), dan (5) undang-undang, apabila salah seoralogn enempelai atau
keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satupta

4. lIzin Pengadilan sebagi dimaksud pasal 14 undangag)ddalam hal

calon mempelai adalah seorang suami yang masih orgrapisteri.
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5. Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksudl Pagat (2) undang-
undang.

6. lzin kematian isteri atau suami yang terdahuluatalam hal perceraian
surat keterangan perceraian, bagi perkawinan ukegkia kalinya atau
lebih.

7. lzin  tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh  Mente
HANKAM/PANGAB, apabila salah satu calon mempelawakeduanya
anggota Angkatan Bersenjata.

8. Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang khsalPegawai
Pencatat, apabila salah seorang calon mempelakatiuanya tidak dapat
hadir sendiri karena sesuatu alasan yang pentetgngga mewakilkan
kepada orang lain.

Apabila ternyata terdapat sesuatu halangan ataumbdlpenuhinya
persyaratan dalam pasal 6 ayat 2 PP No. 9 Tahub, If#gawai pencatat
harus segera memberitahu hal tersebut kepada oaaompelai atau kepada
orang tua atau kepada wakilnyfa.

c. Pengumuman

Setelah terpenuhinya pemberitahuan dan penelithaaka tahap
berikutnya adalah menyelenggarakan pengumuman. ukdamengenai
caranya, surat pengumuman tersebut ditempelkan nteformulir yang
ditetapkan pada kantor pencatatan perkawinan psta sempat yang sudah

ditentukan dan mudah dibaca oleh umum dan pengumueraebut harus

" Hazairin, Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Tintamas, 1975,
him. 47.
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ditandatangani oleh Pegawai Pencatat hal ini diéam dalam pasal 8,
kemudian mengenai isi yang dimuat dalam pengumutoamenurut pasal 9
peraturan pemerintah tersebut berbunyi:

a) Nama, umur, agamal/kepercayaan, pekerjaan, temphtnkan Dari
calon mempelai, apbila salah seorang atau kedugeyaah kawin
disebutkan nama istri dan (atau) suami merekabiérahulu.

b) Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan gdangkan

Kemudian jika syarat-syarat telah terpenuhi sepertiera diatas maka
pernikahan dapat dilaksanakan sebagaimana sengestiny

Adapun tujuan pengumuman tersebut, bertujuan agasyanakat
umum mengetahui siapakah orang-orang yang hendalkafe Selanjutnya
dengan adanya pengumuman itu apabila ada pihak ketrgratan terhadap
perkawinan yang hendak dilangsungkan maka yangamgkstan dapat
mengajukan keberatan kepada kantor pencatatan.fikah
d. Saat Pencatatan

Menurut pasal 11 bahwa perkawinan dianggap teletatis secara
resmi apabila akta perkawinan telah ditandatanglahi kedua mempelai, dua
orang saksi, pegawai pencatat dan khusus untuk lyaregama Islam, juga
wali nikah atau yang mewakilinya. Akta perkawinaneho pencatat
perkawinan dibuat rangkap dua, helai pertama dsimgi Kantor Urusan
Agama dan Kantor Catatan Sipil, sedangkan helaiu&edikirim ke

pengadilan yang daerah hukumnya mewilayahi kargncgtatan tersebut.

18 | bid, him 47.
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Sesaat sesudah berlangsungnya perkawinan, maka kexztupelai
menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkah Pegawai
Pencatat Perkawinan, yang kemudian di ikuti olea dtang saksi, dan
oleh wali nikah dalam hal perkawinan dilakukan nrehwagama Islam.
Penandatanganan tersebut juga dilakukan oleh pegapeacatat
perkawinan bersangkutan. Dan dengan selesainyang@&nnganan
tersebut, maka perkawinan telah tercatat secama.tés

Pasal 12 menjelasakan tentang akta perkawinan. Ssataakan
dilangsungkan perkawinan, Pegawai Pencatat telalyiapkan akta nikah
dan salinannya dan telah diisi mengenai hal-halgydiperlukannya,
seperti diatur dalam pasal 12 (PP. 9/197%)kta perkawinan memuat:

a. Nama, tanggal dan tempat lahir, agama/kepercayaeherjaan dan
tempat kediaman sumi isteri. Apabila keduanya a&alah seorang
pernah kawin, disebutkan nama istri atau suamaterid.

b. Nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempairi@diarang tua
mereka.

c. lzin kawin sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat(®),(4) dan (5)
undang-undang.

d. Dispensasi sebagai dimaksud dalam pasal 7 (2) grgiasiang.

e. lzin pengadilan sebagai dimaksud pasal 4 undangnagd

f. Persetujuan sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayahding-undang.

' Ibid, him. 48.
% peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tal9T5.
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g. lzin dari pejabat yang ditunjuk oleh MENHANKAM/PANGB bagi
Angkatan Bersenjata.

h. Perjanjian perkawinan apabila ada.

i. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan téeliainan para
saksi dan wali nikah bagi yang beragama Islam.

j.  Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan temggal kuasa

apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kdasa.

Selain hal-hal tersebut di atas, dalam akta nikdamgirkan
naskah perjanjian perkawinamailik talak/penggantungan talak), yaitu
teks yang dibaca suami setelah akad nikah sebaganpan kesetiannya
terhadap isteri.

Pasal 13 PP menyatakan bahwa “Akta perkawinan lah o
pegawai pencatat perkawinan dibuat rangkap duaj pettama disimpan
dikantor pencatatan (KUA), sedang helai kedua idikike pengadilan

yang daerah hukumnya mewilayahi kantor pencatataeltut”.

D. AktaNikah Menurut Hukum Islam
Hukum Islam menggambarkan sifat yang luhur bagtaikayang
dijalani oleh dua orang berbeda jenis yaitu ikaf@erkawinan. Ikatan
perkawinana dalam hukum Islam dinamakan denguaisggan gholiidho”,
yaitu suatu ikatan atau janji yang kokoh, oleh karg/a suatu perikatan

perkawinan tidak begitu saja dapat terjadi tanpkaimebeberapa ketentuan.

%L peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tal9T5.
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Betapa indahnya hukum Islam mengibaratkan sebuakawman.
Oleh karena itu perkawinan merupakan salah satintpbragama kepada
yang mampu untuk segera melaksanakannya. Deng&awean, dapat
mengurangi maksiat, penglihatan, memelihara diri gerbuatan zin&
Sekalipun pencatatan perkawinan dan akta perkaviingenting akan tetapi
pada awalnya hukum Islam tidak mengenal adanyaapaian perkawinan
secara kongkret. Dari unsur-unsur dan syarat peénkawmenurut hukum
Islam/figh seperti sudah disebutkan, tidak diseladanya pencatatan
perkawinan sebagai rukun atau syarat perkawinada Raman Nabi dan
sahabat tidak pernah perkawinan dicatat dan kepad@apihak diberikan akta
nikah. Perkawinan dipandang sah asal sudah mememshir dan syarat-
syaratny&>

Tuntutan perkembangan zaman, merubah suatu hukungaule
berbagai pertimbangan kemaslahatan yang pada naukyari’at Islam itu
tidak mengatur secara kongkret tentang adanya q@aicatatan perkawinan
namun hukum Islam di Indonesia mengaturnya. Petacatperkawinan
bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinalardamasyarakat agar
martabat dan kesucian suatu perkawinan itu tenigduMelalui pencatatan
perkawinan tersebut yakni yang dibuktikan oleh akitah, apabila terjadi
suatu perselisihan diantara mereka atau salahtidatu bertanggung jawab,

maka yang lain dapat melakukan upaya hukum gunapmeahankan atau

22 Tutuk Triwulan Tutik, Hukum Perdata Dalam Sstem Hukum Nasional, Jakarta:
Pranada Media Group, 2008, him, 99.
2 bid, him. 99.
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memperoleh hak masing-masing. Melalui akta nikatans isteri memiliki
bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah nzetakukarf*

Sesuai dengan perkembangan zaman, telah terjadjegsgan-
pergeseran dan perubahan. Dalam hal pencatan peakawhukum Islam
tidak mengatur secara jelas apakah perkawinan hdiazat atau tidak.
Dengan melihat tujuan dari pencatatan perkawinaydlakegunaannya bagi
kedua belah pihak yang melaksanakan perkawinan deékm kehidupan
pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat, nyigalengan akta nikah
itu dapat dijadikan bukti bahwa mereka telah melakkan perkawinan
secara sah dan resmi bardasarkan hukum Islam demmhpositif yaitu
undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkavfhan.

Sekalipun pada awalnya hukum Islam tidak mengemacatatan
perkawinan dan akta perkawinan, akan tetapi meagingentingnya
pencatatan perkawinan pada masa sekarang ini sefaagadijelaskan di atas
maka ketentuan tentang pencatatan perkawinan dam#éah sebagaimana
yang diatur dalam UU No. 1/1974 maupun KHI tidaktéetangan dengan
hukum Islam bahkan sejalan dengan hukum Islam.

Berdasarkan hal tersebut, bahwa dalam pencatatah rierdapat
“maslahah” dalam kehidupan bermasyarakat, maka melaksanadacatatan
perkawinan adalah merupakan suatu keharusan bagkangang beragama

Islam2®

24 Martiman Prodjo HamidjojoTanya Jawab Mengenai Undang-Undang dan Peraturan
Pelaksan%an, Jakarta: Pradnya Paramita, 1991, him. 50.
Ibid
% Ahmad Rofiq op. cit. him. 121.



